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Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebagai salah satu komponen 
yang mendukung dan mempunyai pengaruh terhadap besarnya bagian dana yang 
akan diterima oleh daerah. Dalam upaya lebih mendorong kemandirian keuangan 
daerah, Salah satu pendapatan yang diperoleh untuk meningkatkan angka 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah dengan meningkatkan pendapatan dalam 
sektor pajak. PBB-P2. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah: 
Apakah Pengaruh tingkat efisiensi penerimaan pajak bumi dan bangunan 
perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015-
2018? Apakah Pengaruh tingkat efektifitas penerimaan pajak bumi dan bangunan 
perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015-
2018? Apakah pengaruh tingkat kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan 
pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Lampung Selatan tahun 2015-
2018? Bagaimana efisiensi dan efektifitas serta kontribusi dari penerimaan pajak 
bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah di 
Kabupaten Lampung Selatan dalam Perspektif Ekonomi Islam? Dan manfaat serta 
Tujuan dari penelitian ini adalah: untuk mengetahui tingkat efisiensi penerimaan 
PBB-P2 di Kabupaten Lampung Selatan dari tahun 2015-2018, untuk mengetahui 
tingkat efektivitas penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Lampung Selatan dari tahun 
2015-2018, untuk mengetahui tingkat kontribusi penerimaan PBB-P2 di 
Kabupaten Lampung Selatan dari tahun 2015-2018, dan untuk mengetahui 
efisiensi dan efektivitas serta kontribusi dari penerimaan pajak bumi dan 
bangunan perdesaan dan perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah di 
Kabupaten Lampung Selatan dari Tahun 2015-2018 dalam Perspektif Ekonomi 
Islam. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan studi 
deskriptif, dan dengan teknik analisis deskriptif menggunakan indikator nilai 
interpretasi efisiensi, efektivitas dan kontribusi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efisiensi penerimaan PBB-P2 
Kabupaten Lampung Selatan tahun 2015-2018 secara keseluruhan menunjukkan 
kriteria nilai interpretasi sangat efisien, dengan rata-rata presentase sebesar 2,47%. 
Tingkat Efektivitas penerimaan PBB-P2 Kabupaten Lampung Selatan tahun 2015-
2018 secara keseluruhan menunjukkan kriteria nilai interpretasi sangat efektif, 
dengan rata-rata presentase sebesar 148,78%. Kontribusi penerimaan PBB-P2 
terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Selatan tahun 2015-2018 
secara keseluruhan menunjukkan kriteria nilai interpretasi sangat kurang, dengan 
rata-rata presentase sebesar 7,27%. 
Kata Kunci: Efisiensi, Efektivitas, Kontribusi, Pajak Bumi dan Bangunan 
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A. Penegasan Judul 
 Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran jelas dan 
memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian 
terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait 
dengan tujuan skripsi ini. Dengan penegasan tersebut, diharapkan tidak 
akan terjadi kesalah pahaman terhadap pemakaian judul dari beberapa 
istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses 
permasalahan yang akan dibahas.  
 Adapun skripsi ini berjudul: “ANALISIS  EFISISENSI  DAN 
EFEKTIVITAS SERTA KONTRIBUSI PAJAK BUMI DAN 
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) 
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM 
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM.” Untuk itu perlu di uraikan 
pengertian dari istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut : 
1. Analisis 
 Analisis adalah penyelidik terhadap suatu peristiwa untuk 
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Ratmini dan Septi Antik Winarsih, Manajemen Pelayanan (Pustaka Belajar 





2. Efisiensi  
 Efisiensi adalah suatu ukuran keberhasilan sebuah kegiatan yang 
dinilai berdasarkan besarnya biaya/sumber daya yang digunakan 




 Efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat  atau memilih 
tujuan-yujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara 




 Kontribusi adalah sesuatau yang dilakukan untuk membantu 
menghasilkan atau mencapai sesuatu bersama-sama dengan orang 
lain, atau untuk nmembantu membuat sesuatu yang sukses.
4
 
5. Pajak Bumi dan Bangunan 
 Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dipungut atas tanah 
dan bangunan karena adanya keuntungan dan/ kedudukan sosial 
ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai 
suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya.
5
 
6. Pendapatan Asli Daerah 
 Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari 
sumber-sumber pendapatan di dalam daerahnya sendiri. 
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B. Alasan Memilih Judul 
 Adapun alasan memilih judul “Analisis Efisiensi dan Efektivitas 
serta Kontrubusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Terhadap 
Pendapatan Asli Daerah Dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Yaitu sebagai 
berikut : 
1. Alasan Objektif 
Pemerintah daerah setiap tahunnya memiliki target dalam penerimaan 
PBB-P2 sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, namun 
terkadang  penerimaan pajak tidak sesuai dengan target yang telah 
ditetapkan oleh  pemerintah daerah. Dikarenakan kurangnya kesadaran 
dari wajib pajak di  Kabubaten Lampung Selatan. Sehingga perlu 
adanya strategi yang khusus untuk  meningkatkan target penerimaan 
pajak khususnya tentang PBB-P2 dengan  cara melakukan sosialisasi 
perpajakan yang dapat membuat wajib pajak lebih memahami mengenai 
perpajakan dan dapat menimbulkan kesadaran wajib pajak untuk 
membayar pajak. Hal tersebut akan mendorong Pemerintah Daerah 




2. Alasan Subjektif 
a. Penelitian ini belum pernah dilakukan atau diteliti dan dibahas 
sebelumnya oleh para mahasiswa UIN Raden Intan Lampung 
khususnya untuk mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.  
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A.W.Widjaja, Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom (Jakarta:PT Raja 





b. Judul yang diajukan sesuai dengan bidang keilmuan yang sedang 
penulis pelajari saat ini, yakni berhubungan dengan jurusan 
Ekonomi Syari‟ah. 
c. Penelitian ini dirasa mampu untuk diselesaikan oleh penulis, 
mengingat adanya ketersediaan bahan literatur yang cukup 
memadai serta data dan informasi lainya yang berkaitan dengan 
penelitian baik data sekunder dan data primer memiliki kemudahan 
akses serta akses letak objek penelitian mudah dijangkau oleh 
penulis. 
C. Latar Belakang 
 Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu modal dasar 
pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi 
belanja daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan usaha daerah guna 
memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintahan 
tingkat atas (subsidi). Pendapatan Asli Daerah dikategorikan dalam 
pendapatan rutin anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). 
Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu pendapatan yang bersumber dari 
hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan 
daerah yang dipisahkan dan pendapatan asli daerah yang sah, yang 









 Pada tahun 2001 atau tepatnya sejak diberlakukannya undang-undang 
nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah, pemerintah 
melaksanakan otonomi daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan 
pemerintah yang lebih efisien, efektif dan bertanggung jawab. Daerah 
memiliki kewenangan membuat kebijakan derah dalam rangka 
memberikan pelayanan, meningkatkan peran serta, dan pemberdayaan 
masyarakat yang pada akhirnya bertujuan meningkatkan kesejahteraan 
rakyat.
8
 Tujuan pengalihan pengelolaan PBB-P2 menjadi pajak daerah 
sesuai dengan undang-undang pajak daerah dan retribusi daerah adalah: 
Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, 
memberikan peluang baru (menambah jenis pajak daerah dan retribusi 
daerah) memberikan kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan 
retribusi dengan memperluas basis pajak daerah, dan menyerahkan fungsi 
pajak sebagai instrumen penganggaran dan pengaturan pada daerah. 
Pemerintah daerah kini mempunyai tambahan sumber pendapatan asli 
daerah (PAD) yang berasal dari pajak daerah, sehingga saat ini jenis pajak 
kabupaten atau kota terdiri dari sebelas jenis pajak, yaitu pajak hotel, pajak 
restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak 
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mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, dan pajak 
sarang burung walet.  
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber keuangan daerah 
yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari 
pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 
dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lain-lain yang sah. Sumber-sumber 
pendapatan PAD menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 28 
Tahun 2009 tentang pajak daerah dan yang digali dari wilayah daerah yang 
bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, pengelolaan kekayaan 
daerah yang dipisahkan dan lain-lain pedapatan asli daerah yang sah..
9
 
 Salah satu pendapatan yang di peroleh untuk meningkatkan angka 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah dengan meningkatkan pendapatan 
dalam sektor pajak. Dalam upaya lebih mendorong kemandirian keuangan 
daerah, pada tahun 2009 lahirlah Undang-undang nomor 28 tahun 2009 
tentang pajak daerah dan retribusi daerah (UU DPRD) yang mulai berlaku 
tanggal 1 januari 2010.  
 Diberlakukannya undang-undang republik Indonesia nomor 28 
tahun 2009 sebagai pengganti undang-undang republik Indonesia nomor 
34 tahun 2000 telah mengubah system pengelolaan pajak bumi dan 
Bangunan khususnya sector perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) yang 
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awalnya merupakan pajak pusat kini menjadi pajak daerah.
10
 Dengan 
pengalihan ini maka kegiatan proses pendataan, penilaian, penetapan, 
pengadministrasian, pemungutan/penagihan dan pelayanan PBB-P2 akan 
diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
11
 Upaya lain yang dapat 
dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD namun tidak 
membebani masyarakat adalah dengan cara menjadikan Pajak Bumi dan 
Bangunan (PBB-P2) sebagai pajak daerah.  Untuk meningkatkan PAD dan 
pemahaman serta kesadaran masyarakat tentang PBB PP sebagai salah 
satu sumber pendapatan daerah maka pemerintah perlu mensosialisasikan 
PBB PP tersebut. Dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE- 98/PJ./2011 
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan Kegiatan 
Penyuluhan Perpajakan Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal 
Pajak. 
 Efektivitas penerimaan pajak daerah menggambarkan kinerja suatu 
pemerintahan daerah. Efektivitas dipakai untuk menghitung hubungan 
antara jumlah pengutan suatu pajak dengan tujuan atau target yang telah 
ditetapkan. Efektifitas dapat pula dikatakan sebagai pengukuran 
keberhasilan dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan. 
Efektifitas ialah sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu 
yang secara pasti ditentukan untuk hasil jumlah supaya mencapai sejumlah 
barang atas kegaitian yang dituju. Kontribusi dalam pajak daerah ialah 
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sebagaimana jumlah dana yang dikumpul oleh sector pajak di suatu daerah 
dibanding jumlah hasil penerimaan daerah. Kontribusi dalam PBB-P2 
adalah suatu nilai untuk mengetahui tingkat kontribusi yang dihitung 
berdasarkan persentase perbandingan realisasi penerimaan PBB-P2 dengan 
realisasi (PAD).
12
 Pengalihan keseluruhan PBB-P2 baik pemungutan 
maupun pengelolaan diharapkan akan membawa dampak positif. Karena 
dari pajak daerah ini, menjadi salah satu sumber pembangunan kota agar 
semakin ditingkatkan. 
Tabel 1 
Undang-undang pajak bumi dan bangunan UU 34/2000 dan UU 28/2009 
UU 34/2000 UU 28/2009 
1. Pajak hotel  
2. Pajak restoran  
3. Pajak hiburan 
4. Pajak reklame 
5. Pajak penerangan jalan 
PPJ  
6. Pajak parkir 
7. Pajak pengambilan bahan 
galian Gol. C 
1. Pajak hotel 
2. Pajak restoran 
3. Pajakn hiburan 
4. Pajak reklame 
5. Pajak penerangan jalan  
6. Pajak parkir 
7. Pajak mineral bukan logam 
dan batuan (perubahan 
nomenklatur) 
8. Pajak air tanah (pengalihan 
dari prov) 
9. Pajak sarang burung walet 
(baru) 
10. PBB perdesaan dan perkotaan 
(baru) Bea perolehan hak atas 
tanah dan bangunan (baru) 
Sumber: materi presentasi “pengalihan PBB-P2 dan BPHTB sebagain pajak 
daerah,” direktorat jendral pajak. Agustus 2001. 
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PBB-P2 sebagai salah satu komponen yang mendukung dan mempunyai 
pengaruh terhadap besarnya bagian dana yang akan diterima oleh daerah. Oleh 
karena itu, PBB-P2 perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah 
daerah dalam penanganannya. Mengingat pentingnya kontribusi yang di 
berikan oleh penerimaan PBB-P2 bagi pembiayaan pembangunan, maka 
pemungutan PBB-P2 harus dilakukan secara efektif. dalam meningkatkan 
kontribusi PBB-P2 terhadap PAD pemerintah harus mengupayakan supaya 
masyarakat wajib pajak sadar akan kewajibannya dalam membayar 
pajakdengan cara mensosialisasikan perpajakan. Pemerintah daerah 
diharapkan mampu memberikan pelayanan publik yang baik, mendorong 
pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru dan memperbaiki 
pendapatan masyarakat. karena dengan hal tersebut akan menciptakan 
peningkatan penerimaan atau pendapatan daerah itu sendiri, salah satu faktor 
yang mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak salah satunya adalah 
faktor ekonomi. 
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Lampung Selatan 
menyatakan wajib pajak (WP) pada tahun 2015 sebesar 162,45% dan 
penduduk dikabupaten lampung selatan yang menjadi masyarakat yang wajib 
pajak adalah 972.579 jiwa dan di tahun 2016 ini terjadi peningkatan sebesar 
171,05% dengan jumlah penduduk yang wajib pajak yaitu 982.885 jiwa. Di 
tahun 2016 disini mengalami kenaikan sebesar 8,6% sehingga kesadaran WP 
di kabupaten Lampung Selatan mengalami peningkatan dan bagi pemerintah 





bagi WP sebesar 168,06% dengan jumlah penduduk yag wajib pajak yaitu 
992.763 jiwa. Dan ditahun  2018 ini terjadi peningkatan untuk sektor Pajak 
Bumi dan Bangunan (PBB) mencapai 240,6% dengan jumlah penduduk yaitu 
1.002.285 WP. Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan PBB dan Bea 
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) BPPRD Lampung Selatan, 
Edi Novian, mengatakan meningkatnya WP untuk sektor PBB ini berasal dari 
pendataan ulang yang dilakukan pihak BPPRD Lampung Selatan terutama 10 
Unit Pelaksana Teknis (UPT) PBB yang ada di kecamatan.
13
  
 Adapun sumber Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Bumi 
dan Bangunan PBB-P2 dengan pajak yang lainnya seperti berikut: 
 
Tabel 2 
Capaian target sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten 
Lampung Selatan Tahun Anggaran 2015-2018 
Sumber-sumber PAD 2015 2016 2017 2018 
Pajak Hotel dan Restoran 100,3 100,13 107,05 108,46 
Pajak Reklame 101,52 104,01 113,43 117,45 
Pajak Penerangan Jalan 98,26 88,69 73,03 62,89 
Pajak Parkir 88,44 75,01 89,81 112,31 
Pajak Hiburan 100,5 100,19 100,03 100,12 
Pajak Bumi dan Bangunan 
Pedesaan dan perkotaan  (PBB-P2) 
162,45 171,05 168,06 240,6 
Di akses 16 desember 2019 
 Jika dilihat tabel 2 diatas, dilihat dari pajak hotel dan restoran, pajak 
reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak hiburan dan pajak bumi 
dan bangunan pedesaan dan perkotaan. Namun tahun ke tahun capaian target 
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sumber-sumber PAD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2015-
2018 sangat berfluktuasi. Capaian target tertinggi pada pajak bumi dan 
bangunan pada tahun 2018 yaitu sebesar 240,6% dan capaian target terendah 
terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 162,45%. Pajak Bumi dan Bangunan 
Pedesaan dan Perkotaan PBB-P2 Kabupaten Lampung Selatan dari tahun ke 
tahun sangat efisien untuk capaian target. 
 Jadi dalam beberapa perbandingan pajak diatas, pajak bumi dan bangunan 
sangat efektif untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Lampung 
Selatan.   
 Pajak bumi dan bangunan (PBB-P2) dalam hukum islam dijelaskan 
bahwasanya pajak itu sama dengan zakat karna memenuhi suatu kewajiban 
bernegara dan beragama, ayat yang menjelaskannya seseorang wajib pajak dan 
mengharamkan suatu yang batil yaitu: 
 ََِٰجت ٌَ ىَُكت ٌَأ َٰٓ َِّلَإ ِمِط ََٰبْنِٱب ىَُكَُْيب ىَُكن ََٰىَْيأ ۟ا َُٰٓىهُْكَأت َلَ ۟اُىَُياَء ٍَ يِذَّنٱ َاهَُّيأ
َٰٓ ََٰي ٍضاََزت ٍَع ًةَز
 ْىُِكب ٌَ اَك َ َّللَّٱ ٌَّ ِإ ۚ ْىُكَُسفََأ ۟ا َُٰٓىُهتَْقت َلََو ۚ ْىُكُ ِّيا ً يِحَر  
”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu 
membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 
kepadamu.”(Q.S. An Nisa:29)”14 
 Tafsir dari ayat di atas menyatakan bahwasannya Ayat ini menerangkan 
hukum transaksi secara umum, lebih khusus kepada transaksi perdagangan, 
                                                             
 14Tafsir Al-Muyassar/Kementrian Agama Studi Arabia (Online), Tersedia di: 





bisnis jual beli. Sebelumnya telah diterangkan transaksi muamalah yang 
berhubungan dengan harta, seperti harta anak yatim, mahar, dan sebagainya. 
Dalam ayat ini Allah mengharamkan orang beriman untuk memakan, 
memanfaatkan, menggunakan, (dan segala bentuk transaksi lainnya) harta 
orang lain dengan jalan yang batil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syari‟at. 
Kita boleh melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan jalan 
perdagangan dengan asas saling ridha, saling ikhlas. Dan dalam ayat ini Allah 
juga melarang untuk bunuh diri, baik membunuh diri sendiri maupun saling 
membunuh. Dan Allah menerangkan semua ini, sebagai wujud dari kasih 
sayang-Nya, karena Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kita
15
 
 Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadits yang mengisahkan 
dilaksanakannya hukum rajam terhadap pelaku zina (seorang wanita dari 
Ghamid), setelah wanita tersebut diputuskan untuk dirajam, datanglah Khalid 
bin Walid Radhiyallahu „anhu menghampiri wanita itu dengan melemparkan 
batu ke arahnya, lalu darah wanita itu mengenai baju Khalid, kemudian 
Khalid marah sambil mencacinya, maka Rasulullah SAW bersabda:  
 “Demi dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sesungguhnya perempuan 
itu telah benar-benar bertaubat, sekiranya seorang pemungut pajak 
bertaubat sebagaimana taubatnya wanita itu, niscaya dosanya akan 
diampuni.” (HR. Muslim III/1321 no: 1695, dan Abu Daud II/557 no.4442. 
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 Pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal dasar pemerintah 
daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja 
daerah. Pendapatan asli daerah merupakan usaha daerah guna memperkecil 
ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintahan tingkat atas 
(subsidi).
17
 Pendapatan asli daerah merupakan suatu pendapatan yang 
bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengolahan 
kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan asli daerah yang sah. 
D. Batasan Masalah 
 Agar penelitian ini tidak menyimpang dari konteks yang telah di 
rencanakan, maka peneliti membatasi konteks penelitian sebagai berikut: 
Penelitian ini menggunakan data kuantitatif, penelitian dengan analilis 
Efisiensi dan Efektivitas serta Kontribusi pajak bumi dan bangunan PBB-P2 
Terhadap Pendapan Asli Daerah Tahun 2015-2018. Dan data yang digunakan 
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E. Rumusan Masalah 
1. Apakah Pengaruh tingkat efisiensi penerimaan pajak bumi dan bangunan 
perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 
2015-2018? 
2. Apakah Pengaruh tingkat efektifitas penerimaan pajak bumi dan 
bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Lampung 
Selatan Tahun 2015-2018? 
3. Apakah pengaruh tingkat kontribusi penerimaan pajak bumi dan 
bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Lampung 
Selatan tahun 2015-2018? 
4. Bagaimana efisiensi dan efektifitas serta kontribusi dari penerimaan pajak 
bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan terhadap Pendapatan Asli 
Daerah di Kabupaten Lampung Selatan dalam Perspektif Ekonomi Islam? 
F. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan penelitian 
 Adapun yang menjadikan tujuan penulisan latar belakang diatas ini 
dapat diuraikan sebagai berikut: 
a. Untuk mengetahui tingkat efisisensi penerimaan pajak bumi dan 
bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Lampung Selatan dari 
Tahun 2015-2018. 
b. Untuk mengetahui tingkat efektifitas penerimaan pajak bumi dan 






c. Untuk mengetahui tingkat kontribusi penerimaan pajak bumi dan 
bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Lampung Selatan dari 
Tahun 2015-2018. 
d. Untuk mengetahui efisiensi dan efektivitas serta kontribusi dari 
penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan 
terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lampung Selatan dari 
Tahun 2015-2018 dalam Perspektif Ekonomi Islam. 
2. Manfaaat penelitian 
 Dalam suatu penelitian pasti ada manfaat yang diharapkan dapat 
tercapai. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
a. Bagi penulis 
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan 
penulis mengenai proses pengalihan pengelolaan PBB menjadi pajak 
daerah. Mengetahui tingkat efisiensi, efektivitas dan kontribusi PBB-
P2 terhadap pendapatan asli daerah. 
b. Bagi masyarakat 
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran 
dan pengetahuan bagi masyarakat mengenai peran pemerintah dalam 








c. Bagi pemerintah 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai bahan 
pertimbangan evaluasi bagi pemerintah mengenai tingkat efisiensi, 
dan efektivitas serta kontribusi PBB-P2 terhadap pendapatan asli 
daerah, sehingga pihak pemerintah dapat melakukan dan 























A. Kajian Teori 
1. Konsep dan Pengertian Efisiensi 
 Efisiensi adalah pencapaian output yang maksimum dengan 
inputtertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai 
outputtertentu.
18
 Efisiensi merupakan perbandingan output/input yang 
dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.
19
 
Efisiensi merupakan hubungan antara barang dan jasa (output) yang 
dihasilkan sebuah kegiatan/ aktivitas dengan sumber daya (input). 
Menurut Bayangkara, efisiensi merupakan ukuran proses yang 
menghubungkan antara input dan output dalam operasional perusahaan. 
Efisiensi juga dapat dikatakan sebagai suatu ukuran proses yang dapat 
dinilai dari penggunaan input (biaya dan sumber daya) tertentu untuk 
mendapatkan hasil yang maksimal dari kegiatan yang dilakukan. Menurut 
penulis menyimpulkan bahwa efisiensi merupakan ukuran pencapaian 
output yang maksimum dengan input tertentu atau dengan penggunaan 
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2. Jenis-jenis Efisiensi 
a. Efisiensi optimal 
Efisiensi optimal merupakan perbandingan terbaik antara 
pengorbanan yang dilakukan dengan hasil yang didapatkan yang 
sesuai dengan yang diharapkan. 
b. Efisiensi dengan tolak ukur merupakan perbandingan antara hasil 
minimum yang telah ditentukan sebelumnya dengan hasil nyata yang 
dicapai. Artinya dapat dikatakan efisien apabila hasil nyata lebih 
besar dari angka minimum hasil yang ditentukan sebelumnya. 
c. Efisiensi dengan titik impas merupakan jenis efisiensi yang sering 
digunakan pada berbagai bidang usaha, dimana titik impas (break 
even point) merupakan titik batas antara usaha yang efisien dan tidak 
efisien. 
3. Indikator Efisiensi 
 Menurut Mardiasmo, indikator efisiensi menggambarkan hubungan 
antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi (misalnya: 
staf, upah, biaya administratif) dan keluaran yang dihasilkan. 
Indikator tersebut memberikan informasi tentang konversi masukan 
menjadi keluaran (yaitu: efisiensi dari proses internal). Rasio efisiensi 
adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya 





realisasi pendapatan yang diterima.
20
 Sehingga efisiensi yang 
dimaksud adalah perbandingan antara penggunaan input (biaya), 
untuk proses pemungutan PBB-P2, dengan realisasi penerimaan PBB-
P2 dapat ditulis dengan rumus:  
 
               
                     
                         
       
Input dari proses pemungutan PBB ini adalah biaya pemungutan atau 
Biaya Operasional Pemungutan (BOP) dan outputnya adalah realisasi 
penerimaan PBB-P2. Menurut Mahmudi, perhitungan tingkat efisiensi 




Interpretasi Nilai Efisiensi 
Persentase (%) Kriteria 
<5 Sangat Efisien 
5-11 Efisien 
11-20 Cukup Efisien 
21-30 Kurang Efisien 
>30 Tidak Efisien 
Semakin kecil nilai rasio efisiensi ini maka semakin baik kinerja 
pemerintah dalam melakukan pemungutan pendapatan.
22
 Kinerja 
pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan 
dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) 
atau di bawah 100 persen. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja 
pemerintah daerah semakin baik. Untuk itu pemerintah daerah perlu 
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menghitung secara cermat berapa besarnya biaya yang dikeluarkan 
untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga 
dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut 
efisien atau tidak. Hal itu perlu dilakukan karena meskipun 
pemerintah daerah berhasil merealisasikan penerimaan pendapatan 
sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan itu kurang 
memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk 
merealisasikan target penerimaan pendapatannya lebih besar daripada 
realisasi pendapatan yang diterimanya.
23
 
4. Konsep dan Pengertian Efektivitas 
 Efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan atau 
peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. 
Keefektifan bias diartikan tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari 
suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. 
 Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan 
targetyang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan 
perbandingan outcome dengan output.
24
 Efektivitas menunjukkan 
kesuksesan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan sebuah kegiatan/ 
kebijakan dimana ukuran efektivitas merupakan refleksi output. 
Efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan 
hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas merupakan hubungan antara 
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 Menurut Mardiasmo, efektivitas adalah ukuran 
berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu 
organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan 
telah berjalan dengan efektif. Efektivitas tidak menyatakan tentang berapa 
besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Biaya 
boleh jadi melebihi apa yang telah dianggarkan, boleh jadi dua kali lebih 
besar atau bahkan tiga kali lebih besar daripada yang telah dianggarkan. 
Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah 
mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan hubungan 
antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Efektivitas 
adalah mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan 
potensi atau target penerimaan pajak itu sendiri.
26
  Efektif atau tidaknya 
pungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang 
dilakukan di Kabupaten Lampung Selatan akan dapat dilihat dari hasil 
yang telah dicapai dengan disesuaikan pada target awal yang telah 
ditentukan. Menurut penulis menyimpulkan bahwa Efektivitas merupakan 
ukuran yang menentukan keberhasilan sebuah organisasi dilihat dari 
ketercapaian hasil yang telah diprogramkan dengan target yang 
direncanakan. 
Indikator Efektifitas 
 Menurut Mardiasmo, indikator efektivitas menggambarkan 
jangkauan akibat dan dampak (outcome) dari keluaran (output) 
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program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi 
keluaran yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang 
ditentukan, maka semakin efektif proses kerja yang dilakukan suatu 
unit organisasi.
27
 Menurut Mahmudi, tingkat efektivitas dapat 
diketahui dari hasil hitung formulasi efektivitas. Formula untuk 
mengukur efektivitas terkait dengan perpajakan adalah perbandingan 
antara realisasi pajak dengan target pajak. Rumus yang digunakan 
dalam menghitung tingkat efektifitas penerimaan Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah: 
 
                   
                           
                         
      
Tabel 4 
Interpretasi Nilai Efektivitas 
Persentase (%) Kriteria 
<100 Sangat Efisien 
91-100 Efisien 
90-99 Cukup Efisien 
75-89 Kurang Efisien 
>75 Tidak Efisien 
 
5. Konsep dan Pengertian Kontribusi  
 Menurut Mahmudi, kontribusi digunakan untuk mengetahui 
sejauhmana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan 
PendapatanAsli Daerah (PAD). Dalam mengetahui kontribusi dilakukan 
denganmembandingkan penerimaan pajak daerah (khususnya pajak bumi 
danbangunan perdesaan perkotaan) periode tertentu dengan penerimaan 
                                                             





Pendapatan Asli Daerah (PAD) periode tertentu pula.
28
 Kontribusi dapat di 
artikan sebagai sumbangan yang diberikan dari PBB-P2 terhadap 
Pendapatan Asli Daerah. Jika pemerintah dapat mengoptimalkan sumber 
penerimaan PBB P2 dan potensi penerimaannya semakin tinggi maka 
kontribusi terhadap pendapatan asli daerah akan meningkat. Menurut 
penulis kontribusi merupakan ukuran untuk mengetahui besarnya 
sumbangan pajak daerah khususnya Pajak PBB-P2 terhadap pendapatan 
asli daerah.29 
Kriteria Kontribusi 
 Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Pajak Bumi dan 




                  
                           
                        
      
 Untuk mengukur besarnya kontribusi maka digunakan indikator 
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Interpretasi Nilai Kontribusi 
Presentase % Kriteria 
0,00-10 Sangat Kurang 
10,10-20 Kurang  
20,10-30 Sedang  
30,10-40 Cukup Baik 
40,10-50 Baik  
>50 Sangat Baik 
  Sumber: Munir dkk (dalam rudi saputro dkk) 
Rasio ini bermanfaat untuk mengetahui tingkat kontribusi 
perusahaan pemerintah dalam mendukung pendapatan negara.
31
 
6. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 
 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Bumi adalah 
permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi 
meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, 
perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia .  Bangunan adalah 
konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah 
dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.  Termasuk dalam pengertian 
bangunan adalah: 
a. Jalan lingkungan dalam satu kesatuan dengan kompleks bangunan. 
b. Jalan tol.  
c. Kolam renang.   
d. Pagar mewah.  
e.  Tempat olahraga, Galangan kapal, dermaga.  
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f. Taman mewah.  
g. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak.  
h. Fasilitas lain yang memberikan manfaat.32 
 Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi dan/ atau 
bangunan dikenakan terhadap subyek pajak orang pribadi atau badan yang 
secara nyata: 
a. Mempunyai hak atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau, 
b. Memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan.33 
 Pada saat pajak PBB dikelola oleh pemerintah pusat, penerimaan 
negara dari pajak PBB dibagi dengan imbangan 10% (sepuluh persen) 
untuk pemerintah pusat dan 90% (sembilan puluh persen) untuk daerah. 
Dana bagi hasil PBB untuk daerah sebesar 90% sebagaimana dimaksud 
tersebut dibagi dengan rincian sebagai berikut: 
a. 16,2% untuk daerah Provinsi yang bersangkutan. 
b. 64,8 % untuk Kabupaten/ Kota yang bersangkutan. 
c. 9% untuk biaya pemungutan. 
 Selanjutnya 10% penerimaan pajak PBB bagian pemerintah pusat 
sebagaimana pembagian tersebut dialokasikan kepada seluruh Kabupaten 
dan Kota, dengan rincian sebagai berikut: 
a. 6,5 % dibagikan secara merata kepada seluruh Kabupaten dan Kota. 
Pembagian ini dimaksudkan dalam rangka pemerataan kemampuan 
keuangan antar daerah.  
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b. 3,5 % dibagikan insentif kepada Kabupaten dan/ atau Kota yang 
realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan 
perkotaan pada tahun anggaran sebelumnya mencapai/ melampaui 
rencana penerimaan yang ditetapkan. Pemberian insentif ini 
dimaksudkan untuk mendorong intesifikasi pemungutan pajak PBB.
34
 
 Setelah pengalihan ini, semua pendapatan dari sektor PBB-P2 akan 
masuk ke dalam kas pemerintah daerah. Hasil dari pengelolaan pajak 
tersebut 100% (seratus persen) masuk ke kas daerah setempat, sehingga 
tidak akan ada lagi bagi hasil pajak kepada pemerintah pusat.
35
 
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). 
 Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tanggal 
15 September 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 
wewenang untuk memungut Pajak Bumi dan Bangunan sektor perdesaan 
dan perkotaan diserahkan ke pemerintah kabupaten atau kota. 
Penyerahan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan 
Perkotaan kepada pemerintah kabupaten/kota dimulai 1 Januari 2011 dan 
paling lambat 1 Januari 2014. 
a. Pengertian PBB Perdesaan dan Perkotaan 
 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak 
atas bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau 
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dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang 
digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan 
pertambangan. Sedangkan untuk sektor usaha perkebunan, 
perhutanan, pertambangan dan usaha tertentu lainya masih dipungut 
oleh pemerintah pusat. 
b. Objek Pajak 
 Objek PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/ atau 
bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang 
pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan 
usaha perkebunaan, perhutanan dan pertambangan. 
c. Subjek dan Wajib Pajak 
 Subjek PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau 
badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/ atau 
memperoleh manfaat atas bumi, dan/ atau memiliki, menguasai, dan/ 
atau memperoleh manfaat atas bangunan. 
 Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah 
orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak 
atas bumi dan/ atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/ atau 
memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas bangunan. 
a. Cara Menghitung PBB 







b. Tarif PBB 
Tarif PBB Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggisebesar 
0,3% (nol koma tiga persen). Tarif PBB Perdesaan danPerkotaan 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
c. Mekanisme PBB Perdesaan dan Perkotaan. 
PBB-P2 dikenakan setiap tahun. PBB terutang dihitung menurut 
keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari. Tempat PBB terutang 
adalah di wilayah daerah yang meliputi letak objek pajak. 
 Pendataan terhadap objek pajak PBB dilakukan dengan 
menggunakan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP). SPOP 
harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan 
disampaikan kepada Kepala Daerah yang wilayah kerjanya meliputi 
letak objek pajak, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja 
setelah tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak. 
8. Pendapatan Daerah 
 Pendapatan daerah dikelompokan atas: 
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
 Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 
2009, pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh 
daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan 
perundang-undangan, bahwa pendapatan asli daerah bersumber dari 









 Menurut Mahsun dkk, Pendapatan asli daerah merupakan 
pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil 
retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 
dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan 
memberikan keleluasaankepada daerah dalam menggali pendanaan 




 Menurut Abdul Halim, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan 
semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli 
daerah. Kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat 
jenis pendapatan, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil 
perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah 
yang dipisahkan, lainlain PAD yang sah.
38
 
b. Pajak Daerah 
  Menurut Mardiasmo, Pajak Daerah yang selanjutnya 
disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang 
oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 
undangundang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 
langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-
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besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu pendapatan asli daerah 
yaitu pajak daerah. Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 
2009, Pajak Daerah ialah kontribusi wajib kepada Daerah yang 
terutang oleh orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung 
yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, dan digunakan untuk keperluan 
daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
  Jenis-jenis pajak daerah yaitu ada pajak provinsi dan 
kabupaten atau kota. 
a. Pajak Provinsi, terdiri dari pajak kendaraan bermotor, 
 beabaliknama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar 
kendaraan bermotor,pajak air permukaan, pajak rokok. 
b. Pajak Kabupaten/kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, 
Pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak 
mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, 
pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan 
dan perkotaan,bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. 
1)  Retribusi Daerah. 
 Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah 
pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian 
izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh 
Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau 





a. Jasa Umum. 
b. Jasa Usaha. 
c. Perizinan Tertentu.39 
2)  Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan 
Kekayaan MilikDaerah yang Dipisahkan. 
 Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaa 
Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan merupakan 
penerimaandaerah yang berasal dari hasil perusahaan milik 
daerah danpengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. 
Jenis pendapatan inimeliputi objek pendapatan berikut 
a. Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah. 
b. Bagian Laba Lembaga Keuangan Bank. 
c. Bagian Laba Lembaga Keuangan NonBank. 
d. Bagian Laba atas Penyertaan Modal/Investasi. 
3)  Lain-lain PAD yang Sah. 
 Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal 
darilain-lain milik pemerintah daerah. Jenis pendapatan ini 
meliputi objekpendapatan berikut: 
a. Hasil penjualan aset daerah yan tidak dipisahkan. 
b. Penerimaan jasa giro. 
c. Penerimaan bunga deposito. 
d. Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan. 
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e. Penerimaan ganti rugi atas kerugian/kehilangan kekayaan 
daerah 
f. (TP-TGR). 
9. Pajak Bumi dan Bangunan dalam Islam 
 Secara etimologi, pajak dalam bahasa arab diartikan sebagai 
dengan nama adh-dharibah, yang berasal dari kata dharaba, yadharibu, 
dharaban yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan memukul, 
menerangkan atau membebankan, dan lain-lain. Dharaba adalah bentuk 
kata kerja, sedangkan dalam bentuk kata benda adalah dharibah yang 
dapat diartikan beban. Disebut beban karena merupakan kewajiban 
tambahan atas harta selain zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan 
dirasakan sebagai beban.
40
 Adapun dalil sebagaimana firman allah yang 
dituliskan dalam al-quar‟an dalam surat An-nisa ayat 59, sebagai berikut: 
 ْا َُٰٓىَُياَء ٍَ يِذَّنٱ َاهَُّيأ
َٰٓ ََٰيٌَِئف ۡۖ أىُكُِي ِز أَي ألۡٱ يِنُْوأَو َلىُس َّزنٱ ْاىُعيَِطأَو َ َّللَّٱ ْاىُعيَِطأ 
  ِو أَىي أنٱَو ِ َّللَِّٱب ٌَ ُىُِي أُؤت أُىتُُك ٌِإ ِلىُس َّزنٱَو ِ َّللَّٱ َىِنإ ُِو ُّدَُزف ٖء أيَش ِيف أُىت أعَز َََُٰت 
 ًلًيِو أَأت ٍُ َس أَحأَو ٞز أيَخ َِكن ََٰذ ِۚزِخَٰٓ ألۡٱ٩٥  
Artinya “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul 
(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan 
pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) 
dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan 
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 Allah SWT, melarang hamba-hambanya yang beriman memakan 
harta sebagian dari mereka atas sebagian yang lain dengan cara yang 
batil, yaitu melalui usaha yang tidak disukai oleh syariat,seperti 
dengan cara riba da judi serta cara lain-lainnya yang termasuk 
kedalam kategori tersebut dengan menggunakan berbagai macam 
tipuan dan pengelabuan. Sekalipun pada lahiriyahnya cara-cara 
tersebut memeakai cara yang diakui oleh hukum syara‟ tetapi allah 
lebih mengetahui bahwa sesungguhnya para pelakunya hanyalah 
semata-mata menjalankan riba, tetapi dengan dengan tipu muslihat. 
Demikianlah yang terjadi pada kebanyakannya.
42
 
10. Dana Perimbangan 
 Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari 
penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang 
di alokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan 
daerah.Kelompok pendapatan berupa dana perimbangan ini 
digolongkan menjadi 3 jenis pendapatan (untuk provinsi) dan menjadi 
4 jenis pendapatan (untuk kabupaten/kota), yakni 
1) Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak yang meliputi: 
a. Bagi Hasil Pajak. 
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b. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam. 
2) Dana Alokasi Umum. 
3) Dana Alokasi Khusus, yang meliputi: 
a. Dana Alokasi Khusus Reboisasi. 
b. Dana Alokasi Khusus Nonreboisasi 
4) Bagi hasil pajak dan bantuan keuangan dari Provinsi (untuk 
kabupaten/kota). 
11. Lain-lain Pendapatan yang Sah 
 Sebelum munculnya Undang-undang Nomor 29 Tahun 2002, 
pendapatan ini diklasifikasikan dalam Dana Perimbangan. Dengan 
adanya  Kepmendagri tersebut, pendapatan ini digolongkan tersendiri. 
Kelompok pendapatan ini meliputi: 
1) Bantuan Dana Kontinjensi/Penyeimbang dari Pemerintah. 
2) Dana Darurat.43 
B. Tinjauan Pustaka 
 Sebelumnya sudah pernah dilakukan penelitian yang berkaitan 
dengan variabel-variabel yang peneliti gunakan yang akan dijelaskan pada 
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C. Kerangka Pemikiran 
 Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana 




 Pada tahun 2001 atau tepatnya sejak diberlakukannya Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, 
pemerintah melaksanakan otonomi daerah dalam rangka 
penyelenggaraan urusan pemerintah yang lebih efisien, efektif, dan 
bertanggung jawab. UU 32/2004 tentang Pemerintah Daerah 
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merupakan perubahan dan penyempurnaan terhadap UU 22/1999 
dengan perihal yang sama.
45
 
 Semenjak sistem otonomi daerah diberlakukan, otonomi daerah 
menjadi hal yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan di 
daerah, dikarenakan setiap daerah harus mampu menggali dan 
mengelola sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial untuk 
membiayai pengeluaran pemerintah daerah.
46
 Konsekuensi dari 
penerapan otonomi daerah yaitu setiap daerah dituntut untuk 
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai urusan 
rumah tangganya sendiri. 
 Dalam upaya lebih mendorong kemandirian keuangan daerah, pada 
tahun 2009 lahirlah Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) yang mulai berlaku 
tanggal 1 Januari 2010. Undang-undang ini menggantikan undang-
undang yang berlaku sebelumnya yakni UU Nomor 34 Tahun 2000 
tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 
Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 
 Diberlakukannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 
Tahun 2009 telah mengubah sistem pengelolaan Pajak Bumi dan 
Bangunan khususnya sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang 
awalnya merupakan pajak pusat kini menjadi pajak daerah. Hal ini 
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merupakan suatu bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan 
desentralisasi fiskal. Dengan pengalihan ini maka kegiatan proses 
pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan 




 Tujuan Pengalihan pengelolaan PBB-P2 menjadi pajak daerah 
sesuai dengan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
adalah: Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, 
memberikan peluang baru kepada daerah untuk mengenakan pungutan 
baru (menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah), memberikan 
kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi dengan 
memperluas basis pajak daerah, memberikan kewenangan kepada 
daerah dalam penetapan tarif pajak daerah, dan menyerahkan fungsi 
pajak sebagai instrumen penganggaran dan pengaturan pada daerah. 
 Dengan pengalihan ini, penerimaan PBB-P2 akan sepenuhnya 
masuk kepemerintah kabupaten/kota sehingga diharapkan mampu 
meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah. Pada saat pajak PBB 
dikelola oleh pemerintah pusat, penerimaan negara daripajak PBB 
dibagi dengan imbangan 10% (sepuluh persen) untuk pemerintah 
pusat dan 90% (Sembilan puluh persen) untuk daerah. Setelah 
pengalihan ini, semua pendapatan dari sektor PBB-P2 akan masuk 
kedalam kas pemerintah daerah. Hasil dari pengelolaan pajak tersebut 








100% (seratus persen) masuk ke kas daerah setempat, sehingga tidak 
akan ada lagi bagi hasil pajak kepada pemerintah pusat.
48
 
 Keberhasilan sebuah organisasi sector public tidak dapat diukur 
semata-mata dari perspektif keuangan. Surplus atau deficit dalam 
laporan keuangan tidak dapat menjadi tolak ukur keberhasilan. Karena 
sifatdasarnya yang tidakmencari profit, keberhasilan sebuah organisasi 
sector publik juga harus diukur dari kinerjannya. Pengukuran kinerja 
digunakan sebagai dasar untuk melakukan penilaian kinerja, yaitu 




 Pengukuran kinerja (performance measurement) adalah suatu 
proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang 
telah ditentukan sebelumnya.
50
 Dengan mengukur kinerja, organisasi 
dapat mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi, menyediakan 
sarana pembelajaran pegawai, memperbaiki kinerja periode 
berikutnya, memberikan pertimbangan yang sistematik dalam 
pembuatan keputusan pemberian penghargaan (reward) dan hukuman 
(punishment), memotivasi pegawai, dan menciptakan akuntabilitas 
publik. Sehingga, pengukuran kinerja Badan Pengelola dan Retribusi 
Daerah, perlu dilakukan sebagai salah salah satu bentuk pengendalian, 
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yang bermanfaat untuk Badan Pengelola dan Retribusi Daerah di masa 
mendatang. Mengukur kinerja suatu organisasi, program, atau 
kegiatan dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah 
dengan memperhitungkan rasio efesiensi dan rasio efektivitas. Selain 
itu, memperhitungkan kontribusi suatu komponen pendapatan 
terhadap total pendapatan juga perlu dilakukan untuk melihat 













 Hipotesis merupakan suatu proposal/pernyataan atau jawaban 
sementara/dugaan yang mungkin benar dan digunakan sebagai dasar 
pembuatan keputusan/penyelesaian dari suatu masalah untuk diteliti. 















1. Efisiensi dan Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap 
Pendapatan Asli Daerah 
  Efektivitas pajak bumi dan bangunan perdesaan dan 
perkotaan di gambarkandalam hasil penelitian kota manado 95,52% 
(efektif) lebih tinggi dari kabupaten minahasa selatan 88,12% 
(cukup efektif).  
  Menurut Felia Lintong, Harijanto Sabijono, Meily  Y. B. 
Kalalo. Efektivitas pada pajak bumi dan bangunan perdesaan dan 
perkotaan (PBB-P2) menunjukan bahwa kota manado sebesar 
95,52% (efektif) lebih tinggi dibandingkan minahasa selatan 
88,12% (cukup efektif). Ini menunjukan kota manado dalam 
efektifitas PBB-P2 selama tiga tahun terakhir lebih baik 
dibandingkan dengan kabupaten minahasa selatan. Pada tahun 2015 
kabupaten minahasa selatan saat adanya pengalihan PBB-P2 
menjadi pajak daerah menunjukan realisasi pajak bumi dan 
bangunan perdesaan dan perkotaan jauh diatas target yang 
ditentukan, dimana dalam tahun 2015 tingkat keefektifitasnya 
digolongkan tidak efektif sedangkan pada tahun 2016 tingkat 
keefektifitasnya naik menjadi efektif.
51
 
  H1: hasil penelitian ini menunjukan bahwa kota manado 
dan kabupaten minahasa selatan memiliki pertumbuhan yang baik. 
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2. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli 
Daerah 
  Konntribusi dalam pendapatan pajak bumi dan bangunan 
perdesaan dan perkotaan pada pendapatan asli daerah kabupaten 
manahasa selatan 4,55% (sangat kurang), dan kota manado 9,46% 
(sangat kurang). 
  Menurut Felia Lintong, Harijanto Sabijono, Meily Y. B. 
Kalalo, kontribusi dalam menerima pajak bumi dan bangunan 
perdesaan dan perkotaan pada pendapatan asli daerah, bahwa 
minahasa selatan lebih rendah dengan presentase 4,55% (sangat 
kurang) sedangkan kota manado 9,46% (sangat kurang). Ini 
membuktikan bahwa kabupaten minahasa selatan dan kota manado 
belum maksimal dalam pengelolahan PBB-P2, kurangnya 
pemanfaatan dan mengoptimalkan pendapatan yang termasuk 
dalam objek PBB-P2 dengan adanya faktor lain yang 
mempengaruhi kurangnya kontribusi PBB-P2 dalam pendapatan 
asli daerah. 
  H2: hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa pemerintah 
kabupaten minahasa selatan dan kota manado masih sangat kurang 






                                                             








 Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 
mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.
53
 
A. Jenis dan Sifat Penelitian 
 Penelitian skripsi ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif 
deskriptif yaitu penelitian yang berlandaskan pada penemuan-
penemuan yang dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik 
atau pengukuran, untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, 
pengumpulan data, menggunakan instrumen penelitian, analisis data 
bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji 
hipotesis yang telah ditetapkan. Metode ini sebagai metode 
ilmiah/scientific karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yang 
konkrit/empiris, obyektif, terukur, rasional, dan juga sistematis.
54
 
Penelitian kuantitatif juga adalah penelitian yang banyak di tuntut 
menggunkan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran data 
tersebut, serta penampilan dari hasilnya. Jenis penelitian ini 
merupakan penelitian kepustakaan (Library Research). Penelitian 
kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan 
menggunakan literature (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, 
maupun laporan hasil penelitian terdahulu mengenai PBB-PP. 
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A. Kesimpulan  
 Berdasarkan pemaparan hasil dan pembahasan, maka dapat 
disimpulkan beberapa hal sebagain berikut: 
1. Tingkat Efisiensi penerimaan PBB-P2 Kabupaten Lampung Selatan 
tahun 2015- 2018 secara keseluruhan menunjukkan kriteria nilai 
interpretasi sangat efisien, dengan rata-rata sebesar 2,47% yang berarti 
bahwa Kabupaten Lampung Selatan telah baik dan optimal dalam 
memanfaatkan biaya pemungutan, sehingga semakin efisien organisasi 
itu berjalan. 
2. Tingkat Efektivitas penerimaan PBB-P2 Kabupaten Lampung Selatan 
tahun 2015-2018 secara keseluruhan menunjukkan kriteria nilai 
interpretasi sangat efektif, dengan rata-rata sebesar 148,78%, yang 
berarti bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan telah 
berhasil mencapai tujuan dalam merealisasikan pajak PBB-P2 sehingga 
dikatakan telah berjalan dengan efektif. 
3. Kontribusi penerimaan PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan tahun 2015-2018 secara keseluruhan 
menunjukkan kriteria nilai interpretasi kurang, dengan rata-rata sebesar 
7,27%. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Lampung Selatan 
kurang dalam mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan PBB-P2 
yang menyebabkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah masih 





karena realisasi PAD selalu meningkat setiap tahunnya, akan tetapi 
realisasi PBB-P2 masih bersifat fluktuatif.  
4. Pandangan Islam Mengenai PAD yang Bersumber dari PBB-P2 
Pandangan Ekonomi Islam mengenai PAD yang bersumber dari PBB-
P2, dapat dilihat dari persamaan antara Kharaj dan PBB-P2 terlihat dari 
objek dan subjek pajaknya, dilihat dari objek kharaj dan PBB-P2 
merupakan kewajiban yang di bebankan atas pemanfaatan tanah yang 
dimilikinya dan di ambil manfaatnya oleh masyarakat, harus dibayarkan 
kepada pemerintah. Dalam Islam kharaj di perbolehkan dan digunakan 
untuk memperoleh pendapatan Negara pada masa Rasulullah, maka 
PBB-P2 pun di perbolehkan dalam Islam selama penarikan PBB-P2 
sesuai dengan atuaran pemerintah dan tidak mengguankan cara yang 
bathil. 
B. Saran  
Beberapa saran yang dapat diajukan berdasarkan hasil penelitian ini 
adalah: 
1. Bagi pengelola pajak dan Pemerintah harus transparansi dan 
akuntabilitas dalam penggunaan uang pajak sehingga masyarakat tidak 
ragu dengan uang yang mereka bayarkan akan digunakan untuk apa, 
sehingga masyarakat wajib pajak tidak akan enggan dalam membayar 
pajak. 
2. Pemerintah daerah diharapkan terus menggali potensi-potensi yang 





menambah penerimaan PBB-P2 sehingga akan mencapai target yang 
telah ditetapkan. 
3. Agar Efisiensi dan Efektivitas serta Kontribusi pengelolaan PBB-P2 
dapat secara konsisten dipertahankan, perlu selalu dilakukan 
pengawasan dan pengevaluasian di berbagai seksi/divisi, serta selalu 
berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat/wajib pajak. 
4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat 
menambah wawasan dan memperbaiki serta menambah waktu 
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